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    BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Seperti tertulis dalam penelitian Djuweng & Moniaga (1994), di Indonesia 

mayoritas penduduk merupakan bangsa pribumi tetapi tidak semua warga pribumi 

adalah mayarakat adat. Masyarakat adat dicirikan sebagai suatu satuan kelompok 

yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun hidup di wilayah geografis 

tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial 

yang khas. Jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

masyarakat adat telah hidup dan telah melangsungkan aktifitas sosial-

kemasyarakatannya di wilayah nusantara.  

Dari data profil Kecamatan Benakat tahun 2016, Benakat merupakan bagian 

dari Kabupaten Muara Enim yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Kecamatan 

Benakat memiliki 6 Desa yang tersebar di tanah ramuan desa masyarakat adat 

Benakat. Di Kecamatan Benakat terdapat satu marga yang dikenal dengan istilah 

“Marga Benakat”. Istilah “Benakat” telah ditentukan oleh para leluhur mereka jauh 

sebelum zaman kolonial ataupun kemerdekaan. Nama Benakat diambil dari istilah 

lama “Bute yang berarti Tinggi” dan “Nakat yang berarti Naik” jadi Benakat yaitu 

tempat tinggi atau perbukitan yang tersembunyi, lokasi Benakat sendiri merupakan 

dua tanjungan yang diapit oleh sungai Lematang, letak Benakat sendiri berada di 

pedalaman dimaksudkan untuk mempertahankan diri saat musuh menyerang, 

pulau/tanjungan utama dijadikan pemukiman masyarakat adat Benakat. Sedangkan 

pada pulau/tanjungan kedua dijadikan hutan adat yang dikenal dengan Hutan Adat 

“Rimbo Sekampung” yang memiliki arti rimba yang dikelilingi sungai. Selain itu 

masyarakat adat atau Marga Benakat juga dikenal dengan istilah “Paguyuban 

Masyarakat Benakat Bersatu”, yang merupakan satu marga dari suku Lematang Ilir. 

Penduduk Benakat yang saat ini mencapai 9 ribu jiwa yang terdiri atas 8 desa, enam 

desa berada di Kabupaten Muara Enim dan dua desa berada pada Kabupaten Pali.  

Berdasarkan pengakuan masyarakat adat Benakat (dalam wawancara 24 

agustus 2017), mengklaim dahulu luas hutan adat sekitar 6 ribu hektar, tetapi sejak 

masuknya sejumlah perusahaan antara lain; perusahaan perkebunan sawit, 
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perusahaan karet, dan sebuah perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri) 

menjadikan hutan adat ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim seluas 

3 ribu hektar. Hutan Rimbo Sekampung telah diakui bersamaan dengan pengakuan 

Marga Benakat oleh pemerintahan kolonial pada tahun 1932 oleh Opzicter Bijhet 

Boscwesen. 

Menurut pengakuan Ketua Adat Benakat (dalam wawancara 24 agustus 

2017), hutan rimbo sekampung dan hutan ramuan desa masyarakat adat Benakat 

merupakan satu wilayah adat Marga Benakat yang mana status kepemilikan 

wilayah adat ini sendiri dimiliki oleh semua masyarakat Benakat. Kepemilikan 

tanah oleh masyarakat adat Benakat tidak berbentuk akte tanah ataupun berupa 

sertifikat dan sebagainya. Melainkan kepemilikan tanah di Benakat didasari oleh 

izin yang diberikan oleh pemangku adat kepada masyarakat yang tergabung dalam 

lingkup Marga Benakat. Izin yang diberikan itu sendiri berdasarkan dengan tujuan 

penggunaannya, biasanya untuk dibangun rumah ataupun sebagai lahan pertanian 

terkecuali pada hutan adat rimbo sekampung yang sama sekali tidak boleh di 

eksploitasi. Jumlah penduduk Marga Benakat terus meningkat dari tahun demi 

tahun yang tentu saja bersamaan itu muncul berbagai permasalahan tenurial (lahan) 

di tanah ramuan desa, perbedaan kepentingan masing-masing individu dalam 

memanfaatkan tanah ramuan desa ini menyebabkan konflik yang berkepanjangan.  

Menurut Ketua AMAN Kordinator Benakat (dalam wawancara 19 agustus 

2017), Di satu sisi tanah ramuan desa dengan luas 221 hektar telah dimiliki oleh 

PT. Suryabumi Agrolanggeng yang mana memiliki surat tanah yang sah, yang 

izinnya telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten muara enim, hal ini berawal 

oleh salah satu masyarakat Benakat yang menjual tanah pada PT. Suryabumi 

Agrolanggeng seluas 35 hektar pada tahun 2010 tanpa sepengetahuan pemangku 

adat dan tanpa izin masyarakat adat lainnya. Tanah adat yang semula tidak memiliki 

sertifikat juga telah dimanipulasi oleh oknum tersebut yang telah bekerjasama 

dengan RT ataupun Camat sebagai saksi bahwa tanah yang dijual kepada PT. 

Suryabumi Agrolanggeng merupakan tanah sah yang dimilikinya. Dengan ini 

menjadikan PT. Suryabumi Agrolanggeng sebagai pemilik sah lahan seluas 35 

hektar. Kemudian untuk mencari jalan keluar konflik tanah adat ini, masyarakat 

adat benakat bersama perusahaan melakukan perjanjian adat, dimana masyarakat 
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adat Benakat meminta ganti rugi kepada PT. Suryabumi Agrolanggeng untuk 

membuat perkebunan jeruk untuk masyarakat adat Benakat seluas 186 hektar 

dengan perjanjian 5 tahun dikelolah oleh PT. Suryabumi Agrolanggeng. Saat 

hampir menginjak 5 tahun, PT. Suryabumi Agrolanggeng berganti nama menjadi 

PT. Surya Subur Lestari dan mengklaim bahwasannya tanah seluas 221 hektar 

merupakan tanah sah yang di jual oleh PT. Suryabumi Agrolanggeng kepada PT. 

Surya Subur Lestari yang diperkuat dengan surat kepemilikan tanah sah dari 

Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Tindakan penipuan yang dilakukan oleh PT. 

SA kepada masyarakat adat Benakat menjadikan konflik tanah adat ini 

berkepanjangan, berbagai upaya pengembalian tanah ramuan desa telah juga 

dilakukan. Akan tetapi, belum menemukan hasil yang nyata. Pemerintah Muara 

Enim sebagai pihak yang berwenang belum menunjukkan upaya untuk 

menyelesaikan konflik tanah adat ini. Sebelumnya tanah ramuan desa telah tercatat 

sebagai wilayah adat yang telah terdaftar di tingkat kedaerahan belum juga mampu 

mengembalikan tanah yang dimiliki oleh Perusahaan tersebut menjadi bagian dari 

kawasan wilayah adat Benakat kembali. Pemerintah Daerah seakan tidak mau tahu 

dengan persoalan tanah adat ini, selain itu minimnya kesadaran Marga Benakat baik 

dikalangan petuah serta pemuda dalam menjaga wilayah adat merupakan salah satu 

faktor konflik. 

Menurut Malik (2017: 277), konflik tenurial (lahan) yang terjadi di Indonesia, 

adalah konflik yang terjadi antara; (1) Masyarakat dengan pengelola hutan 

konservasi/hutan lindung; (2) Masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan 

hutan produksi dan hutan restorasi; (3) Masyarakat dengan pemegang izin 

HTI/HPH atau RE; (4) Masyarakat dengan BUMN di bidang kehutanan (5) 

Tumpang tindih prizinan antara perusahaan tambang dan perusahaan pengelolahan 

hutan (6) Tata batas kawasan hutan yang tidak jelas sehingga terjadi klaim dari 

masyarakat; (7) Tumpang tindih perizinan dengan perkebunan; (8) Perusahaan 

bidang perkebunan yang menggunakan kawasan hutan tanpa izin MENLHK; (9) 

Kawasan hutan Negara yang diduduki/dirambah masyarakat lokal/pendatang. 

Konflik tenurial (lahan) yang berlangsung secara terus menerus dan berlarut-larut 

membuat kepastian hukum atas penguasaan lahan sulit diwujudkan, sehingga 

terjadinya saling klaim antar pihak atas pengakuan hak lahan. Upaya nyata 
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perbaikan penanganan konflik-konflik tenurial dan sumberdaya alam secara 

menyeluruh, mandiri, dan berkelanjutan tenurial kehutanan yang selama ini terjadi 

telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia dengan lahirnya Direktorat 

Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan 

Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Tahun 2015. Direktorat Penanganan Konflik, dan Direktorat Jenderal Perhutanan 

Sosial dan Kemitraan Lingkungan harus keluar dari kerangka penanganan konflik 

parsial selama ini yang bertumpuh pada penyelesaian formal dan dokumentatif dari 

konflik-konflik yang ada. Dokumen kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah 

serta penguasa sudah dianggap sebagai resolusi dari konflik. Pandangan naif dan 

normatif seperti ini harus diubah. Kesepakatan atau kebijakan formal hanyalah 

langkah awal atau instrumen untuk terintegrasi penyelesaian konflik secara 

menyeluruh pada kawasan ekosistem wilayah tersebut. 

Menurut Usman (2014), Berbagai konflik dan sengketa terkait penguasaan 

dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) itu bila dicari akar masalahnya, antara 

lain merupakan dampak ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya alam. 

Disatu pihak ketersediaan SDA itu relatif terbatas, sedangkan dipihak lain 

kebutuhan manusia untuk memanfaatkan SDA semakin meningkat. Ketika kepada 

semua orang diberikan akses yang sama untuk menguasai dan memanfaatkan SDA, 

yang terjadi justru bahwa pihak yang posisi tawarnya lemah akan dipinggirkan 

dalam persaingan yang tidak seimbang. Konflik tenurial (lahan) terus mengalami 

peningkatan, baik dari segi jumlah maupun intensitasnya. Sepertihalnya beberapa 

persoalan yang menyangkut masyarakat adat mengenai  kawasan hutan adat yang 

menjadi kawasan hutan Negara, secara langsung proses pemanfaatan hutan 

dipegang oleh pemerintah Negara. Sehingga masyarakat adat merasa bahwa Negara 

telah merampas hak kepemilikannya akan tanah adat.  

Menurut Sumardjono (2014), Wewenang masyarakat adat tidak sekedar atas 

obyek tanah, tetapi juga atas obyek-obyek sumberdaya lainnya yaitu semua yang 

ada di atas tanah (pepohonan, binatang), di dalam tanah (material galian), diatas 

permukaan air, juga didalam air maupun bagian tanah yang berada didalamnya. 

Sejak zaman kolonial hingga pasca-kolonial, keberadaan masyarakat adat serta 

seluruh unsur yang ada dalam dirinya tidak mendapatkan ruang untuk bertahan. 
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Asas Domein Verklaring yang menyatakan bahwa tanah adat dan tanah yang tidak 

berpenghuni adalah tanah dibawah kepemilikan pemerintah kolonial, sehingga asas  

ini telah menjadi alat untuk merampas tanah dan sumberdaya secara sah. Hal ini 

berlanjut saat pemberlakuan UU No. 5 Th. 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan 

yang membekukan hak kepemilikan masyarakat adat atas hutan adatnya. Hutan adat 

diambil alih oleh negara yang kemudian dipersiapkan sebagai wilayah yang akan 

dibebani hak melalui izin-izin konsesi dalam skema industri atau pengelolahan 

lainnya. Pada Orde Baru, situasi semakin buruk sejak lahirnya UU No. 5 Th. 1979 

tentang pemerintahan desa. Undang-undang ini memerintahkan penyeragaman 

bentuk pemerintah di tingkat lokal dengan mengadopsi satu bentuk pemerintahan. 

Hal ini menyebabkan benturan di tingkat lokal antara bentuk pemerintahan yang 

diakomodir melalui kelembagaan adat dengan pemerintah desa dengan struktur dan 

cara kerja yang berbeda. 

Di Provinsi Sumatera Selatan, SK Gubernur No. 142/KPTS/III/1983 

menegaskan bahwa; 1. Membubarkan marga; 2. Menyatakan pemberhentian 

pasirah dan semua perangkat marga dengan hormat; 3. Mendefinisikan dusun, 

dalam-eks marga, sebagai desa dalam pengertian UU No.5 Th.1979; 4. 

Memutuskan bahwa para mantan pemimpin dusun, menjabat sebagai kepala desa 

sampai diadakan pemilihan kepala desa sesuai dengan UU No.5 Th.1979. Hal ini 

menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan antara masyarakat adat dengan pihak 

pemerintah dan pihak swasta. Batas-batas kawasan hutan Negara yang belum 

disepakati bersama oleh pemerintah dan masyarakat menjadikan masih munculnya 

saling klaim antar pihak pemerintah dan masyarakat. Klaim dan Reklaim dengan 

alat bukti yang berbeda adalah dampak dari ketidakjelasan peraturan dan 

pengurusan mengenai tenurial negara kita saat ini. Selain itu, wilayah masyarakat 

adat yang berada di pegunungan justru merupakan daerah yang mengandung bahan 

baku industri. Sehingga kepentingan pihak pemerintah dan pihak swasta tentunya 

untuk mengelola sumberdaya tersebut termasuk wilayah yang berada pada wilayah 

masyarakat adat. Semua pihak yang terlibat dalam konflik memiliki potensi 

pendorong untuk berkembangnya konflik kekerasan. Upaya penegakkan hukum 

yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan sangat tidak efektif, yang paling 

memprihatinkan kehadiran Negara dalam upaya menangani konfllik yang terus 
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berkembang dirasakan hampir tidak ada sama sekali, bahkan patut diduga bahwa 

Negara sudah terjerumus menjadi bagian dari konflik, bukan bagian dari solusi (SK 

Gubernur 1983).  

Berdasarkan UU No 23 Th. 1997 Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) 

diberi hak utuk menggugat atas nama Lingkungan, kemuculan gerakan masyarakat 

adat melalui berbagai organisasinya pada tahun 80an merupakan akumulasi dan 

perjalanan panjang menuntut pengakuan Negara akan keberadaan mereka 

(masyarakat adat) di bumi Indonesia. Berbagai kekerasan, stigmatisasi, konflik-

konflik lahan (tenurial) dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta 

kriminalisasi para anggota masyarakat adat di lembaga hukum dan peradilan karena 

upaya mempertahankan tanah warisan leluhur secara bertahap telah mendorong 

masyarakat adat membangun solidaritas antar komunitas dan persekutuan hukum 

yang hidup terpencar di berbagai wilayah nusantara. Organisasi-organisasi 

masyarakat sipil pun turut ambil bagian memberikan dukungan dalam berbagai 

bentuk antara lain seperti pelatihan dan pendidikan, pendampingan kasus, 

dokumentasi, dan negosiasi dengan lembaga-lembaga pemerintah, dan aparat 

penegak hukum (UU No. 23 Tahun 1997).  

Tertulis dalam buku (AMAN, 2001), Puncak dari semua gerakan yang tersebar 

dan terpisah-pisah di berbagai wilayah Indonesia itu adalah Kongres Masyarakat 

Adat Nusantara pada tahun 1999 – yang salah satu hasilnya adalah pembentukan 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai satu-satunya wadah nasional 

gerakan masyarakat adat di Indonesia untuk memperjuangan pengakuan Negara 

terhadap keberadaan masyarakat adat sekaligus sebagai pihak yang bertanggung 

jawab terhadap penyelesaian konflik tanah adat. Sebagaimana tercantum dalam 

Anggaran Dasar AMAN yang disahkan pada Kongres Mayarakat Adat Nusantara 

ke-Empat, pasal 3 berbunyi; butir (1) AMAN adalah organisasi nir-laba yang 

bersifat independen; (2) AMAN berfungsi sebagai wadah berhimpunnya 

masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak adatnya dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi, dan juga berfungsi untuk membela, melindungi, dan melayani 

hak-hak masyarakat adat. 

Kondisi yang memprihatinkan dari masyarakat adat Benakat mendapat 

perhatian dari berbagai Organisasi Non Pemerintah, salah satunya Aliansi 
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Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebuah organisasi yang bergerak pada objek 

masyarakat adat agar berkehidupan mandiri, bermartabat, dan menjaga kearifan 

lokal. AMAN tentu memiliki tujuan Organisasi sebagaimana tercantum dalam 

Anggaran Dasar AMAN yakni; (1) Mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan 

martabat Masyarakat Adat Nusantara; (2) Mengembalikan kedaulatan masyarakat 

adat untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan politik; (3) 

Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan 

dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air, dan kekayaan alam 

yang terkandung didalamnya; (4) Mengembangkan proses pengambilan keputusan 

yang demokratis; (5) Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, 

perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat (AD/ART AMAN). 

Menurut Ketua AMAN SUMSEL (dalam wawancara 10 agustus 2017), 

AMAN didirikan sebagai bentuk kemitraan dengan masyarakat adat untuk 

melakukan kerjasama dengan anggotanya yang direpresentasikan melalui berbagai 

tim. AMAN berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat terkait 

dengan nilai-nilai dan bahkan pada persoalan konflik lahan. AMAN juga 

melakukan berbagai proses pemberdayaan di Benakat. Pada bidang pendidikan, 

AMAN membentuk sekolah adat rimbo sekampung yang saat ini sudah berjalan 2 

tahun, serta mendukung kegiatan informal anak-anak. Pada bidang pertanian, 

AMAN melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat Benakat untuk menerapkan 

cara bertani berbasis kearifan lokal. Pada bidang politik, AMAN Sumsel berupaya 

mendesak Pemerintah Sumatera selatan dan Pemerintah Daerah Muara enim untuk 

mengusung Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Hak 

Masyarakat Adat (RUU PPHMA) agar konflik tanah adat tidak akan terulang 

kembali. 

Putusan MK No. 35 Th. 2013 yang diantaranya menyatakan bahwa hutan adat 

adalah hutan yang berada dalam masyarakat adat. Putusan ini tentu akan 

memberikan harapan baru bagi masyarakat adat dalam upaya mendapatkan hak atas 

wilayah adatnya yang selama ini diambil oleh Negara ataupun perusahaan untuk 

membuka perkebunan, pertambangan, serta pertanian. Berdasarkan keputusan MK 

No. 35 Th. 2013 maka Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan 

Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) perlu dibentuk guna memberi kepastian 
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hukum bagi masyarakat adat dalam mempertahankan tradisi dan budaya nya. RUU 

PPHMA tersebut akan berimplikasi sosial, politik, ekonomi dan hukum terhadap 

hak-hak masyarakat adat sebagai warga Negara Indonesia. Hak atas kebebasan 

beragama, hak atas hidupnya, hak atas sumber-sumber perwilayahan (agraria) dan 

alam di tanah-tanah warisan leluhur mereka. Menurut Ketua AMAN SUMSEL 

(dalam wawancara 10 agustus 2017), upaya pengembalian hak atas tanah adat 

Marga Benakat dan juga konflik tanah adat lainnya yang ada di Indonesia juga telah 

dilakukan oleh AMAN sebagai organisasi kemasyarakatan. Kebijakan yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah pusat untuk mendukung masyarakat adat terkadang 

terkendala dengan kebijakan pemerintah daerah yang terlihat belum mendukung 

pengakuan hak-hak masyarakat adat itu sendiri, sehingga mengakibatkan konflik 

tanah adat masih banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. 

Dalam persoalan ini, tentunya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 

sebagai wadah gerakan masyarakat adat memiliki peran yang begitu besar dalam 

penyelesaian konflik tanah adat benakat Kabupaten Muara Enim. Oleh karena itu, 

peneliti akan lebih memfokuskan penelitian ini pada strategi penyelesaian konflik 

tanah adat Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim yang dilakukan Aliansi 

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), serta hambatan/kendala Aliansi Masyarakat 

Adat Nusantara (AMAN) dalam penyelesaian konflik tanah adat Benakat, maka di 

susunlah skripsi yang berjudul “Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Adat oleh 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Studi Kasus Kecamatan Benakat 

Kabupaten Muara Enim”. 
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1.2.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti 

membutuhkan sebuah rumusan masalah untuk memfokuskan peneliti dalam 

melakukan penelitian sehingga lingkup masalah penelitian dapat terpapar dengan 

jelas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut; 

1. Bagaimana strategi penyelesaian konflik tanah adat yang dilakukan oleh 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Kecamatan Benakat 

Kabupaten Muara Enim? 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

(AMAN) dalam penyelesaian konflik tanah adat di Kecamatan Benakat 

Kabupaten Muara Enim? 

1.3.  Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah: 

1.3.1. Tujuan Umum 

Secara umum peneliti bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai 

strategi/proses penyelesaian konflik tanah adat yang dilakukan oleh Aliansi 

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Kecamatan Benakat Kabupaten Muara 

Enim.. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui strategi/proses penyelesaian konflik tanah adat oleh Aliansi 

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Kecamatan Benakat Kabupaten Muara 

Enim di bidang lokal atau adat, peradilan, dan diluar peradilan serta upaya 

menumbuhkan kesadaran masyarakat Benakat menjaga wilayah adat di 

Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Aliansi Masyarakat 

Adat Nusantara (AMAN) dalam proses penyelesaian konflik tanah adat di 

Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim.   

1.4.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khazanah keilmuan 

serta dapat menjelaskan permasalahan mengenai strategi penyelesaian konflik 

tanah adat, serta dapat digunakan dalam menambah literatur ilmu sosial khususnya 

sosiologi berkaitan dengan strategi penyelesaian konflik tanah adat. 

1.4.2. Manfaat Praktis  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan manfaat bagi 

organisasi, khususnya lembaga swadaya masyarakat/NGO mengenai strategi 

penyelesaian konflik tanah adat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan pemahaman khususnya lembaga swadaya masyarakat/NGO 

mengenai hambatan dan kendala dalam proses penyelesaian konflik tanah adat. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya dalam mengungkap aspek yang berkaitan dengan penyelesaian konflik 

tanah adat.  
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